BABII

TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian jarimah
Jarimah menurut arti bahasa, berasal dari bahasa Arab 4} A yang
berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Sedangkan menurut istilah,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, jarimah adalah
perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan
hukuman had atau ta zir.'

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai
tindak pidana yaitu jika bertentangan dengan undang-undang maka dijatuhi
dengan hukuman, tapi jika perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum
maka tidak dianggap sebagai tindak pidana.”

Ditinjau dari segi berat hukumannya, jarimah dapat dibagi menjadi
tiga bagian antara lain:

a. Jarimah hudud, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Aad.
Hukuman Aad adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara’ dan
menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah hudud ini ada tujuh

macam antara lain sebagia berikut: zina, gadhaf, meminum minuman

keras, mencuri, murtad, pemberontak.

" Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 10.
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b. Jarimah gisas, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman gisas atau
diyat. Jarimah qgisas dan diyat ini ada dua macam, yaitu pembunuhan
dan penganiayaan.

c. Jarimah ta’zir, jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Hukuman
ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan oleh syara’.

Pengertian jarimah menurut syara’ yang telah dikemukakan di atas,
pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana
menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman ¢a’zir.
Menurut hukum Islam hukuman #a’zir adalah hukuman yang tidak tercantum
ketentuannya dalam nash dan dalam a/-Qur’an dan as-Sunnah, dengan
ketentuan yang pasti dan terperinci.

2. Hukuman 7a’zir

Ta’zir menurut arti bahasa, fa’zir berasal dari kata ‘azzara yang
sinonimnya mana‘a waradda (mencegah atau menolak), addaba (mendidik),
wawaqgqa azama (mengagungkan atau menghormati). Dari ketiga pengertian
tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama, mencegah atau
menolak, dan pengertian kedua, mendidik. Karena dapat mencegah pelaku
agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. fa’zir diartikan mendidik, karena
ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia
menyadari perbuatan jarimah nya, kemudian meninggalkan dan

menghentikannya.’

3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248.
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Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Mawardi mendefinisikan
sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Nurul Irfan sebagai berikut, fa’zir
adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’® Wahbah Zuhaili juga
memberikan definisi yang mirip dengan definisi Imam Al-Mawardi, ta zir
adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang
tidak dikenakan hukuman Aad dan tidak pula kifarat.’

Jadi dengan demikian jarimah ta’zir adalah suatu jarimah yang
hukumannya diserahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk
serta hukuman kepada pelaku jarimah, karena hakim diberi kewenangan
untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir.°

Dari definisi tersebut, dapat difahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula
dikenakan kifarat, dengan demikian inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan
maksiat. Pungutan liar juga termasuk dalam jarimah ta’zir karena melakukan
perbuatan yang dilarang.’

Disamping itu juga hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila hal itu
dikehendaki oleh kemaslahatan umum meskipun perbuatannya tidak maksiat
melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan seperti ini tidak bisa ditentukan

hukumannya, sebab perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya

* M Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 136.

> Marsum, Jarimah Ta’zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta : Fakultas
Hukum UII, 1988), 1.

¢ Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

7 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah, Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti,2005), 157.
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melainkan karena sifatnya, apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya
diharamkan, tapi jika sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubabh.
Sifat yang menjadi alasan (‘7//af) dikenakan hukuman atas perbuatannya
tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum, jika
dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka
perbuatan tersebut dianggap jarimah maka pelaku dikenakan hukuman, akan
tetapi jika dalam perbuatan tersebut bukan jarimah maka pelaku tidak
dikenakan hukuman.®

Penjatuhan hukuman ta’zir untuk kepentingan dan ketertiban umum
ini, merujuk pada perbuatan Rasulullah SAW, dimana beliau pernah
menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, setelah diketahui atau
terbukti bahwa dia tidak mencurinya, maka Rasulullah SAW
membebaskannya.

Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa
penahanan merupakan hukuman fa’zir; sedangkan hukuman hanya dapat
dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila
dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya
Rasulullah Saw mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena
tuduhan semata-mata.’

Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh

kepentingan umum, sebab membiarkan tersangka hidup bebas sebelum

¥ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),177.
? Ibnu Qayyim Al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

188.
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dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya agar
mengakibatkan dia lari dan menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak
benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya
hukuman yang telah diputuskan.'®

3. Dasar Hukum 7a’zir

Ta’zir merupakan suatu hukuman yang bersifat mendidik atas
perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara’, sehingga hukumannya
diserahkan kepada hakim dengan dasar hukum pertimbangan kemaslahatan
yang mengacu pada prinsip keadilan. Dalam menetapkan jarimah ta’zir
prinsip utama yang menjadi acuan hakim adalah menjaga kepentingan umum
dan melindungi masyarakat dari kemadharatan, selain itu penegakan jarimah
ta’zirharus sesuai dengan prinsip syar’.""

Pada jarimah ta’zir al-Qur’an dan al-Hadits tidak menerapkan secara
terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum
disyariatkannya sanksi bagi pelaku adalah at-ta zir yadurru ma’a maslahah
artinya, hukum ta’zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan
tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.'?

Selain itu Allah SWT melarang Pungutan Liar terhadap segala jenis
harta milik orang lain, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat

Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi :

' Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Y ogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 177.
""'M Nahdi, Jarimah Ta’zir, dalam http://mnahdi-mnahdi.blogspot.com/2008/11/jarimah-tazir.
html, diakses pada 12 Januari 2017.

"2 Makhrus munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Y ogyakarta: Cakrawala,
2006),14.


http://mnahdi-mnahdi.blogspot.com/2008/11/jarimah-tazir.%20html
http://mnahdi-mnahdi.blogspot.com/2008/11/jarimah-tazir.%20html
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Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat dalam beberapa hadis
Nabi Muhammad SAW dan tindakan Sahabat seperti Hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

U;,M\u;,r&,.dﬁf, U;J/w\d\u»-dm\wdduu»
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz
bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu
melepasnya. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud).”

Hadis ini menjelaskan tindakan Nabi yang menahan seseorang yang
diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan memudahkan penyelidikan.
Jika tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri
dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan

melanggar tindak pidananya.

" Bachtiar Surin, A/-qur’an dan......, 60.

'Y Abu Daud, ‘abwabu ‘addiyyati, babu maja’a fi alhabsi, hadist 1417 (‘Al kutubus sittah:
Darussalam 2005), 1795.

" Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum,Juz IX, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), 202
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Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :'®

22 ae ol o il s Jog e o i J3zg J6 c2de e A g s
(39135 ol 33041

Artinya:

Dari 'Aisyah radliallahu'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam bersabda: "Maatkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-

orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat, Abu

Daud)."”

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang
ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena
biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu
yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka.'® Pada hadis kedua
ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman fa’zir yang bisa berbeda
antara satu pelaku dan pelaku yang lainnya, tergantung kepada status
mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zir
dalam Islam, mengatur pelaksanaan hukuman ¢z zir yang bisa berbeda antara

satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan

kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

'® Abu Daud, ‘awwalu kitabil hudud, babu fi alhaddi yashfa’u fihi, hadist 4375, ( ‘Al kutubus
sittah: Darussalam 2005), 1542.

'7 Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
2002), 576-577.

' Hussein Khallid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-

242.
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4. Unsur-unsur Jarimah Ta’zir

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur jarimah

terbagi menjadi dua, yaitu:"

a. Unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap

Jjarimah. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah yaitu:

1)

2)

3)

=l (&) (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan
mengancam perbuatan terhadapnya. sebagaimana adanya ketentuan
syara’ atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang
dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan
sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang
mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud,
ketentuan tersebut harus ada sebelum perbuatan dilakukan dan
bukan sebaliknya.

Gl (& (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap
tidak berbuat. Contoh pada kasus pencurian, yang mana tindakan
pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain,
tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu, perilaku yang
membentuk jarimah.

SN K& (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai

pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Oleh

' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika.

2004), 158.
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karena itu, pelaku jarimah haruslah orang yang dapat memahami
hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.
b. Unsur khusus, yaitu unsur yang membedakan antara jarimah yang satu
dengan jarimah yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran
maupun Hadis disebut sebagai jarimah ta’zir. Contohnya tidak
melaksanakan korupsi, menghina orang, menjadi saksi palsu, dan suap.”
Wahbah az-Zuhaili memberikan ketentuan dan kriteria dalam
hukuman fa zir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran
atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik
dengan ucapan, perbuatan, baik korbannya adalah seorang muslim
maupun orang kafir.?'
Sedangkan ruang lingkup dalam fa zir yaitu sebagai berikut:*
1. Jarimah hudud atau gisas yang terdapat shubhat dialihkan ke sanksi
ta’zir
2. Jarimah hudud atau gisas yang tidak memenuhi syarat akandijatuhi
sanksi ta’zir. Contoh percobaan pencurian, percobaan pembunuhan
dan percobaan zina.
3. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak
ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan

amanabh, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 163.
2 bid., 532.
*Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 143
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4. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti
penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan,
pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang
ada dalam jarimah ta’zir adalah setiap bentuk kejahatan yang tidak ada
ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat didalamnya,
perbuatan Jarimah hudud atau gisas yang unsurnya tidak terpenuhi, dan
melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak
(meresahkan masyarakat umum).

Selain itu juga terdapat perbedaan antara jarimah yang satu dengen
Jjarimah yang lainya, menurut makhrus munajat terdapat perbedaan
antara Jarimah hudud atau gisas dan ta’zir sebagaimana berikut :

1) Dari segi kekuasaan hakim
Dalam jarim jarimah ta’zir seorang hakim memiliki kekuasaan penuh
dalam menentukan sanksi. Dalam jarimah hudud seorang hakim tidak
boleh menambah atau mengurangi sanksi, karena hukumannya harus
sesuai dengan syara’ Dalam jarimah gisas seorang hakim boleh
mengubah sanksi asalkan berdasarkan kekuatan bukti atau saksi.

2) Dalam segi ampunan
Dalam jarimah ta’zir wnsur ampunan dimiliki oleh hakim. Dalam
Jjarimah hudud tidak ada unsur ampunan sama sekali, Waupun pelaku

tersebut adalah seorang hakim, kepala Negara ataupun kepala
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pemerintahan. Dalam jarimah gisas unsur pemaafan bisa dilakukan
asalkan keluarga atau wali korban memaatkan pelaku.
3) Dari segi pengaruh lingkungan

Dalam jarimah ta’zir sanksi sangat berpengaruh pada lingkungan.

Dalam jarimah hudud dan gisas lingkungan tidak mempengaruhi

dalam memberikan hukuman.

5. Macam-macam Jarimah Ta’zir
Dalam menetapkan jarimah ta’zir, pemerintah mengacu dan berpegang

pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari
kemadharatan, selain itu penegakkan jarimah ta’zir harus sesuai dengan
prinsip syar’i. Para ulama’ membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian,
yaitu:23

|. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat
kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan,
perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri.

2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu
segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia,
seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga bagian

yaitu:24

» Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), 16.
24 1.
Ibid, 14.
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Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah hudud atau gisas, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau ada shubhat, seperti pencurian yang
tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.

Jarimah ta’zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash tapi sanksinya
oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, misalnya sumpah palsu, saksi
palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati
amanah, dan menghina agama.

Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh
syara’, jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap
lingkungan hidup dan lalu lintas.

Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada

beberapa bagian, yaitu:

1.

2

5.

6.

Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan pembunuhan

. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan

. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan
dan kerusakan akhlak

. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum

6. Macam-macam Hukuman Jarimah Ta’zir

Hukuman fa’zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman

yang paling ringan sampai yang paling berat, dalam penyelesaian perkara
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Jjarimah ta’zir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua
hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan
oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman ¢a’zirini adalah sebagai berikut.

a. Hukuman 72 ziryang Berkaitan dengan Badan

1) Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman gisas untuk pembunuhan
sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina, muhsan,
riddah, dan jarimah pemberontakan. Hukuman mati ini diterapkan oleh para
fiigaha® secara beragam. Hukuman mati untuk jarimah ta’zir hanya
dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya,
dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman
hudud selain hukuman mati.

b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap
masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka
bumi.”

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati
sebagai ta’zir tidak ada keterangan yang pasti, boleh dengan pedang, dan
boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama

memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan

* A. Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 158-159.
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tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih
cepat.26
2) Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang
pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan
karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.”’

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih
diperselisihkan oleh para fiigaha’ Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta’zir
harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam Aad agar dengan ta zir
orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih
sedikit dari pada dalam Aad, semakin keras cambukan itu semakin
menjerakan, akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid
dalam ta’zir dengan sifat jilid dalam Audud®
b. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut
dengan A/-Habsu yang artinya mencegah atau menahan. Hukuman penjara
dalam syari’at Islam dibagi kepada dua bagian yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas yaitu penjara yang lama waktunya

dibatasi secara tegas, hukuman ini diterapkan untuk jarimah

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.
27 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 94.
® A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 196-197.



35

penghinaan, penjual khamr (minuman keras), pemakan riba’
Batas lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan
dikalangan ulama’ dan fiigaha’.

b) Hukuman penjara tidak terbatas, adalah hukuman penjara tidak
terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus
sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat, dalam
istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.
Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya,
misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh
orang ketiga.”’

2) Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman Aad, namun
dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman
ta’zir. Di antara jarimah ta’zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah
orang yang berperilaku mukhannath (waria), yang pernah dilaksanakan Nabi
Muhammad Saw dengan mengasingkan pelaku ke luar Madinah. Demikian
pula tindak pidana pemalsuan terhadap Al-Qur’an. Hukuman pengasingan ini
dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta’zir yang dikhawatirkan berpengaruh
kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk

menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.*

# Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260-261.
3% Abdul Qadir Al-Audah, Enslikopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 101.
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c. Hukuman yang Berkaitan dengan Harta.

Para ulama memperbolehkan sanksi #a ’zir yang berkaitan dengan harta,
yaitu agar menahan harta terdakwa selama waktu tertentu, bukan dengan
merampas atau menghancurkannya karena tidak boleh mengambil harta
seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ibn Taimiyah membagi sanksi ¢a ’zir berupa harta menjadi tiga bagian,
yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya. Contoh bagian
pertama, Umar bin khattab menumpahkan harta dagangan yakni susu yang
dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Bagian kedua, sanksi fa zir yang
berupa mengubah milik penjahat antara lain mengubah patung yang
disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya. Bagian ketiga
sanksi fa’zir berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah
Saw melipat gandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri
sebagai denda.’’

d. Hukuman Jarimah Ta’zirlainnya.
1) Peringatan dan Dihadirkan ke Hadapan Sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang
pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama’
sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan dari pada
bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama
pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan

peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan

31 bid, 267.
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peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk
pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada pelaku sangat
tergantung kepada kebijakan hakim, karena pemberian peringatan itu harus
didasarkan ada atau tidak adanya mas/ahah.

2) Dicela

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi fa’zir ini pada sunnah Nabi
yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan
menghina ibunya.’”®> Umar bin Khaththab juga pernah menjatuhkan sanksi
celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan
didalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat
adalah dilakukan didepan pengadilan.

3) Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan
dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya,
berdasarkan kepada sunnah Nabi Saw dan sahabatnya yang mengucilkan
tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan Perang Tabuk, mereka
adalah Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah al Amiri dan Hilal ibn Umayah
al Waqifi yang dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat.
Dalam kasus ini Rasulullah Saw melarang muslimin berbicara dengan

mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.™

32 Zaki Yamani, A/-Syari’ah al-Khalidah wa Musykilah al-Ashr,( Bandung: Alih Bahasa,
Mahyuddin Syaf, Alma’arif,,1974), 65.
* Ibid,. 66.
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Sanksi ta zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa
kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.
4) Nasihat

Yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta’zir sebagaimana dikatakan
ibn Abidin adalah memperingatkan pelaku bila lupa atau tergelincir kepada
suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi
yang dijatuhkan oleh UZi/ Amrinasihat harus diucapkan oleh hakim.**

5) Pemecatan dari Jabatan

Sanksi fa’zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa
diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. Pada
prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus
kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai
hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat
dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.”

Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau
pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada
kasus kejahatan yang dilakukannya.

6) Diumumkan Kejahatannya

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman ¢ zir adalah
tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman
jilid lalu keliling kota. Dengan demikian, sanksi fa’zir yang berupa

pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan

** Abdur rahman, tindak pidana dalam syariat islam, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 15.
35 1.
Ibid., 16
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menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Diantara
Jjarimah yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian,
kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram.*

Dari contoh diatas, jelas bahwa sanksi fa zir yang berupa pengumuman
kejahatan pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan yang mempunyai
pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat, meski tidak menutup

kemungkinan untuk kejahatan lainnya.

B. Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pungutan Liar

Dari segi bahasa, Pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni
‘pungutan’ dan ‘liar’. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,
pungutan berarti barang yang dipungut,’’ dan liar berarti sembarangan, tidak
sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang.’® Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut
atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam
kamus al-Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata a/-Maksu yang
umumnya diartikan dengan memungut cukai.”

Menurut Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil bahwa a/-Maksu

adalah suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur

*Ibid., 17.

37 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta; Modern
English Press. 1991). 1206.

* Ibid., 869.

3% Al-Imam al-Allamah Jamaluddin Abi al-Fadhli Muhammad bin Makrum bin Manzhur, Lisan
Al-Arab. jilid 17. (Lebanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2009). 265.



40

kezaliman, berkaitan dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan
undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat. Kasus pungutan liar ini
sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini
dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan
tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan
aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal
hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.*
Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan pungutan
liar didasarkan atas pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah
ditentukan, hal ini sebagaimana yang juga terjadi pada tindakan korupsi.
Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan
kewajibannya, hal ini karena ia hanya mementingkan untuk mendapatkan
keinginannya, yakni melakukan pungutan. Hal ini dikarenakan pelaku
perbuatan pungutan liar tidak peka perasaannya, sehingga menimbulkan
kejahatan kepada rakyat (pihak lain).41 Sama halnya dengan tindakan
pungutan liar, pada tindakan korupsi juga membuat pelakunya mengabaikan
aturan yang ada, dan juga tidak memperdulikan perasaan orang yang

dimintainya.

Perbuatan pungutan liar pada dasarnya bersifat memaksa sehingga

tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Sifat

* Syed Hussain Alatas. Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi. Terj. (Jakarta: LP3ES. 1987). 178-189.
! Robert Klitgaard. Membasmi Korupsi. Terj. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001). 31.
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ini juga yang terjadi pada perbuatan korupsi yang menyebabkan tertekannya

pihak yang dikenakan korupsi tersebut.
2. Kualifikasi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan
pungutan liar, namun pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak
kriminal (ma’shiyaf) dalam konteks ghulul (penggelapan), risywah (suap),
dan khiyanah (pengkhianatan).

a. Ghulul (penggelapan)

Seara etimologis, dalam a/-Mu’jam al-Wasit bahwa kata ghulul berasal
dari kata kerja (Jx Ji&), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam
pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi
ghulul secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid
Sadiq Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya
dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang
menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti
tindakan penggelapan terhadap harta bait al-mal, harta milik bersama kaum
muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.
Berkaitan dengan ghu/ul*

b. Risywah (penyuapan)
Risywah yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi,

risywah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim,

# Richo Handoko, analisis hukum korupsi,http://richohandoko.wordpress.com /2011/02/13/
analisa-hukum-korupsi-qiyas/ , di akses pada 21 Mei 2017.
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petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah
pihak, baik pemberi maupun penerima.

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk risywah yang
dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak
kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah
menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu’ Fatawa
mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal
bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah vang kepada orang yang
selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa
hukum perbuatan risywah adalah haram, khususnya risywah yang terdapat
unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.*

c. Khiyanah
Kata khiyanah berasal dari bahasa Arab (s 08) yang artinya sikap

ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja

(us% —o1+) adalah (.5-), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu

seseorang yang diberi keperayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang
dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan
kha’in mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan
tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khiyanah
dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah

dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan,

* Nurul irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), 89.
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seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap
menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.

Mayoritas ulama Syafi’iyyah lebih cenderung mengkategorikan
korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang
dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang
koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka
tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, ‘illat hukum untuk
menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak
disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga

perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman ta zir.**

3. Sanksi (Uqubah) Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam figh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus
mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan
perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti
ghulul (penggelapan), risywah (suap), dan khiyanat (pengkhianatan).
perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman ta’zir. di
mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih,
tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektit
dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut
dilakukan. Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat

kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan,

* Ibid., 111.
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cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak

adanya nash gath’i yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghu/u/ pada zaman
Rasulullah saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan
dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain,
bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi
moral dengan ancaman neraka scbagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat
itu, kasus-kasus ghulul hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil,
kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus ghulu/
memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman

fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.*

Sanksi risywah tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku
ghulul. Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum
pelaku risywah (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-Qur’an dan
Hadits, mengingat bahwa sanksi risywah masuk dalam kategori sanksi ta zir
yang kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi
yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip
untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan
ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang

dilakukan.*¢

* Ibid., 87.
* Ibid., 102.



45

Sanksi khianat tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu
khianat masuk dalam kategori jarimah ta’zir, bukan pada jarimah hudud dan
gisas. Walaupun pungutan liar masuk dalam jarimah ta’zir , bukan berarti
bentuk dan jenis hukuman fa’zir selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja
hukum ta’zir bagi pelaku tindak pidana pungutan liar berupa pidana
pemecatan, di-blacklist dari masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana
seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati karena pengaruh negatif dan
bahaya pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri atau

merampok.



